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BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR |24 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA DESA KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkétkan kedayagunaan Dana Desa
dalam rangka mendorong kemampuan keuangan Desa
guna membiayai program Pemerintahan Desa yang
menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa perlu disusun
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun
Anggaran 2023;

b. bahwa ‘berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri
‘Keuangan Nomor 201 /PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan
‘Dana Desa, Bupati menetapkan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Dana Desa Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2023.

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
by Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana

: ‘telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

S ,1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1l Batang

. dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

Dalam ngkungan Propms1 Jawa Tengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tamba.han Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

2757), Lo
/ot

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), scbagaimana telah diubah 1
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6827);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

e tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
~ Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesm ’l‘ahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
i Negara Repubhk Indonesxa Nomor 632 1),
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
960),

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1455);

12, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7

' 'I‘ahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja

. Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah

' Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 103);
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13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Pekalongan (Berita Dacrah Kabupaten Pekalongan Tahun
2018 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018
tentang  Petunjuk  Teknis Penyusunan  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);

15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);

16. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019
tentang Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019
Nomor 60);

17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 83 Tahun 2022
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2022 Nomor 83);

18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 118 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KE’I‘ENTUAN UMUM

G ' ‘ Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatl ini yang dlmaksud dengan:i
i 11.5 Daerah adalah Kabupatcn Pekalongan ??] il
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2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Peckalongan.

4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Pekalongan.

S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan.

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, Kkepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintah desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah
Daerah.

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang
selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan
Desa.

10. Pelaksana  Pengelolaan = Keuangan Desa, Yyang
selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa
yang‘ ' melaksanakan pengelolaan keuangan Desa
berdasarkan - Keputusan . Kepala  Desa  yang

S ,_menguasakan sebagxan kekuasaan PKPKD. ‘

11.Tim Pelaksana Keglatan yang selanjutnya disingkat TPK
/adalah tim | yang membantu Kasx/ Kaur dalam

”":--‘melaksanakan keg{atan pengadaan baranS/Jasa yang

: karena s:fat dan Jemsnya tldak dapat dllakukan sendm

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

12. Badan Kerja Sama Antar-Desa  yang sclanjutnya
disingkat BKAD adalah badan yang dibentuk atas dasar
kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa
dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan olch Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum
Negara.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.

18. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang
membidangi urusan administrasi keuangan untuk
menatausahakan keuangan Desa.

19. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang
muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa
masyarakat Desa.

20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan
perrhusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur

‘masyarakat yang = diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa. untuk menyepakat1 hal yang

. bersifat strategis: oA
Sl 21 Pembangunan Desa. adalah upaya penmgkatan kualitas
' *‘-“V‘hldup ‘dan kehxdupan ‘untuk sebesar-besamya
Lo kesejahtcraan masyarakat Dcsa ' S
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22. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara pada bank sentral.

23. Rekening Kas Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat
RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

24. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD,
adalah  rekening tempat penyimpanan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

25. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
desa tersebut.

26.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk
mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

27.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat.

28. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan
program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan
diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk

‘ dibiayai dengan Dana Desa.
29, Pandemi ,COVID-19_ adalah bencana yang disebabkan

" oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019

s ‘(‘COVID-‘ 19) yang mengancam dan mengganggu

i kehidupan ‘dan penghidupan masyarakat Desa,
- sehingga mengaklbatkan korban jiwa manusia serta
' dampak sosxal ekonomx, kesehatan dan kepwaan atau
pSlkOlOng manusia. s s e Ha

R S APl “\‘ S
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30. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa
yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19
dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol
kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak
fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

31.Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya
disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan
langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana
Desa kepada keluarga penerima manfaat.

32. Padat Karya Tunai Desa yang seclanjutnya disingkat
PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa,
khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat
produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber
daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk
memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai
upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat.

33.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang
sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan
masyarakat Desa.

34. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM
Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa
dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau
jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

35.SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa

tanpa - kermskman dan kelaparan, Desa ekonomi
~ tumbuh merata Desa peduli kesehatan, Desa peduli

" lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah
'pcrempuan, Desa ber_;ejarmg, dan Desa tanggap budaya

. untuk percepatan pcncapaxan 'l‘ujuan Pembangunan

-;Berkclan_]utan i

O e R R b} frfe?
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36.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya
Pangan bagi negara sampai dengan perscorangan, yang
tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi,
merata, dan terjangkau  serta tidak bertentangan
dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat,
untuk dapat hidup schat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan.

. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan

persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang
dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan
klaster jumlah penduduk.

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada
Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung
berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat
kerangka ekonomi desa prioritas pembangunan Desa,
rencana kerja dan pendanaannya baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
dengan mengacu pada rencana kerja Pemerintah
Daerah.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan Desa.

Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga
profesionél yang direkrut oleh kementerian yang

 menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
i Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi

yang . bertugas : melakuka,n_ 1pendampingan di tingkat

T Desa, kccamatan,.kabupatcn dan provinsi.
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44. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten
Pekalongan.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah
sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan Dana
Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2023.
(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. untuk meningkatkan kedayagunaan Dana Desa
dalam rangka mendorong kemampuan keuangan
Desa guna membiayai program Pemerintahan Desa
yang menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa; dan
b. sebagai pedoman umum pelaksanaan penggunaan
Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, antara lain:
a. pengalokasian Dana Desa
tahapan dan persyaratan penyaluran;
prioritas penggunaan Dana Desa;
pengelolaan Dana Desa;

oo

mekanisme penghentian dan pemotongan Dana Desa

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 4
(1) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
: Keménteriai; Keuangan.

(2)' Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana

~ dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
(S)V‘Pén'ghim“ngan ‘rincian Dana Desa secara bertahap
.. sebagaimana dimaksud pada ayat (2), _dllakukan dengan
e ketentuan sebagal bcnkut

| % :.‘ 10 e
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a. sebagian Dana Desa dihitung sebelum tahun
anggaran berjalan; dan

b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran
berjalan.

Pasal 5
(1) Dana Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf a dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
(2) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud ayat

ayat (1) dihitung secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:

a. alokasi dasar;

b. alokasi afirmasi;

c. alokasi kinerja; dan
d. alokasi formula.

(3) Mekanisme penghitungan berdasar Formula
pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

(1) Besaran Dana Desa Kabupaten Pekalongan yang
dihitung sebelum tahun anggaran berjalan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a untuk Tahun
Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.257.679.902.000,-
(dua ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus tujuh
puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu rupiah)
untuk 272 (dua ratus tujuh puluh dua) Desa.

(2) Rincian besaran Dana Desa untuk setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terplsahkan dari Peraturan Bupati ini.

g Pasal 7
(1) Dana Desa yang d1h1tung pada tahun anggaran berjalan

i yang dlaloka81kan sebagai tambahan Dana Desa

| o sebagalmana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b,

o dllakukan berdasarkan krltena tertentu ;

i Knterxa tertcntu sebaga:mana d:maksud pada ayat (1),

X
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(3)

(4)

(1)

(2)

a. penctapan dan penyampaian data APBDesa tahun
anggaran 2023,

b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;

C. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran
Dana Desa tahun anggaran 2023;

d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap
kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran
2022;

e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian
dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun
anggaran 2023;

f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDesa
setiap bulan tahun anggaran 2023;

g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi
pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2022;
dan/atau

h. kriteria tertentu lainnya.

Mekanisme dan Tata cara penghitungan dan rincian

alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan
perundangan yang berlaku.

Alokasi tambahan Dana Desa setiap Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Perubahan

APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

BAB V
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 8
Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui
RKUD. ‘
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan

- Dana Desa ke RKD

‘ (3)

Pcmotongan Danu Dcsa Kabupatcn dan penyaluran

; ‘dana hasxl pcmot;ongan Dana Desa ke RKD sebagmmana
e : dunaksud pada ayat’ @) d:lnksanakan bcrdasark?n surat
i g‘gkuasa pcmmdnhbukuan Dana Desu dm*i Bupati PRSI

T
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(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
b. Dana Desa untuk BLT Desa.

(5) Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Desa
selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa paling
cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;

b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa
paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan
Agustus; dan

c. tahap Ill sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu
Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa paling
cepat bulan Juni.

(2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a
untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2
(dua) tahap, dengan ketentuan:

a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu
Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa paling
cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
dan

d. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari
pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa
paling cepat bulan Maret.

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa termasuk
. untuk Desa  berstatus Desa mandiri sebagaimana
§ dlmaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b di lakukan

i dalam 4 (empat) tahap, dengan ketentuan:
A, pcnyaluran BLT Desa bulan kcsatu ‘sampai dengan
. bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januan
da.n pahng lambat bulan Me:, g ‘

AN BT TV RS TR o
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b. penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan keenam diajukan paling cepat bulan April;

¢. penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan
bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli;

d. penyaluran BLT Desa bulan kescpuluh sampai
dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat
bulan Oktober.

Pasal 11
(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan
ketentuan:
a. tahap | berupa peraturan Desa mengenai APBDesa

tahun anggaran 2023;

b. tahap Il berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap |
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan
paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap
I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai
dengan tahap Il menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT

Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
[ 1Y ‘
2, laporan kbnvcrgcnsi penccgahnn stunting tingkat
" Desa tahun anggaran 2022,
Batas waktu penerimaan  dokumen _penyaluran
: sebagmmann dlmaksud pada ayat (1) dcngan
i ketentunn. i Bl

g'_(z)
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PRI ARRD WNARNTERN
3 Proewsduorss Dana Dosa sedagammana dunaksuad  dalam
Pasa 9 avatl () Gdaksanakan sewlah Kepala Desa
IRTIEITTORAn  dokumen ',\c'\*\.ar.-imn penyaturan
rowds Dupat, sooams longkap dan benar  dengan
Tetenmuan:
& whap [ berupe peraturan Desa mengenal APBDesa;

— -~

e

iy

L tahap I berupa:
1. lsporan realisast  penyerapan dan - capaian
kefusran Dana Desa tahun anggaran 20223

(¥

- Izpoman alisasi  penyerapan dan capaian
an Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap 1
menunjukkan rata-rata realisasi  penyerapan
paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan
ing rendah sebesar 35% (tiga puluh lima
persen) dan Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap

I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat

Desa tahun anggaran 2022,

(4) Batas waktu penerimaan dokumen penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
ketentuan:

a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni 2023;

b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir
tahun sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b ditambahkan data realisasi
pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan kedua belas tahun anggaran 2022, :

(6) ‘Capaxan kcluaran scbagaunana dimaksud pada ayat (1)

- huruf b angka 2 dan huruf ¢ angka 1, serta ayat (3)
* huruf b angka 1 dan angka 2 dxhitung berdasarkan S

: _rata‘rata persentase capalan kcluaran dan aeluruh

gt keglatan setiap Desa. i P
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(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf ¢ angka 1, serta ayat (3) huruf b angka 1 dan
angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian
keluaran.

(8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala
Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel
referensi kepada Bupati untuk dilakukan
pemutakhiran.

(9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Dalam Negeri.

(10) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
dalam bentuk dokumen cetak (hardcopy) maupun
dokumen digital (softcopy).

(11) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi online
monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran
negara (OMSPAN).

(12) Dalam hal terdapat perubahan RKD, Kepala Desa
menyampaikan perubahan RKD kepada Bupati untuk
diteruskan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

(13) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan
rekening kas Desa pada bank umum yang terdaftar
dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau
Bank Indonesia real time gross settlement sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan

dengan ketentuan:

a, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu

~ sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah

- kepala Desa menyampaikan: : il
L.Peraturan Desa mengenai  APBDesa Tahun =
' ‘Anggaran 2023; s ere il T
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2. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa mengenai  penetapan  keluarga penerima
manfaat BLT Desa;

kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023; dan

b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keempat sampai dengan bulan kedua belas
dilaksanakan dengan ketentuan:

1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
keempat sampai dengan  bulan  keenam
dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan ketiga;

2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesembilan
dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan
keempat sampai dengan bulan keenam; dan

3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan
kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas
dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan
ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.

(2) Bupati melalui Kepala Dinas PMD melakukan
perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa bulan kesatu yang berlaku 12 (dua belas) bulan
untuk penyaluran BLT Desa berdasar pada Peraturan
Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai
penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa paling
lambat tanggal 12 Mei 2023.

(3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan
diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam
Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap
bulannya.

(4) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa
sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) belum dilakukan
perekaman ‘dalam Aphkasx OM-SPAN, ‘Dana Desa

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat

2y dxsalurkan pahng tmggx 'sebesar 75% (tUleh puluh T

‘,‘hma persen) darx pagu Dana Desa setxap Desa S
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(5) Kepala Desa harus menyampaikan data realisasi jumlah
keluarga penerima manfaat yang telah menerima
pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan
bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal
15 Desember 2023.

(6) Dalam hal tanggal 15 Desember 2023 bertepatan dengan
hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu
penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada hari
kerja berikutnya.

(7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6).

Pasal 13
(1) Berdasarkan peraturan perundangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilakukan penyaluran
tambahan Dana Desa.
(2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan
Agustus 2023.

(3) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran
berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan
penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana
Desa atas Desa layak salur kepada KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.

(4) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan
disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana
Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

| Pasal 14
Kepala Desa bertanggung jawab atas:
a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana
Desa dan 'kebcna‘ra‘n dokumen persyaratan untuk setiap
tahap penyaluran sebagaxmana dxmaksud dalam Pasal
it dan 12 i
b kebenaran data perekaman reahsasx _]umlah keluarga ‘
‘pencnma manfaat BL’I‘ Desa sebagaxmana ,dlmaksud w
alam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5) kRt
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Pasal 15
(1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan:

a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan
ayat (3); dan

b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen

persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa,

Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana

Desa di RKUN.

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun
anggaran berikutnya.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16
(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh
Desa berdasarkan kewenangan Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program
dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa

melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan
Desa;

b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa;
dan

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non
alam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 17
(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi
nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
a. pendirian, pengembangan, dan  peningkatan
' ,kapasntas _  pengelolaan ~badan usaha  milik
' Desa/ badan usaha mxhk Desa bersama,

2 b.v-r‘f pengcmbangan usaha - ekonomi produktﬁ‘ yang
. diutamakan dikelola oleh badan usaha m1hk
: vDesa/ badan usaha m1llk Desa bcrsama, dan
0 pengemhangan Desa msata
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(2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas
nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:

a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan
pendataan perkembangan desa melalui indeks desa
membangun;

b. ketahanan pangan nabati dan hewani;

0

pencegahan dan penurunan stunting;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga
desa;

e. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara
menyeluruh dalam pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa;

f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai
kewenangan Desa;

g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak
3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;

h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan
ekstrem; dan

i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk
mendukung percepatan penghapusan kemiskinan
ckstrem.

(3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan
bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)
huruf ¢ meliputi:

a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Pasal 18
Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) diutamakan penggunaannya untuk:
a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan
sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam
bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari
anggaran Dana Desa;
b. dana operasxonal pemermtah Desa pahng banyak 3%
: ' (tlga persen) dari anggaran Dana Dcsa, s
o e program ketahanan pangan dan hewam pahng sedikit
o 0% (dua puluh persen) darl anggaran Dana Desa_v
e termasuk pembangunan lumbung pangan Desa dan iy

v e e R (i i S e
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d. dukungan program scktor prioritas di Desa berupa
bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa,
program keschatan termasuk penanganan stunting, dan
pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan
karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain,

Pasal 19

(1) Calon keluarga penerima  manfaat  BLT  Desa
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a
diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa
bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data
pensasaran  percepatan  penghapusan  kemiskinan
ckstrem.

(2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin
yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga
yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan
desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin
yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan
desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon
keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan
kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;

b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun/kronis dan/atau difabel;

c. tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga
Harapan; atau

d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga
tunggal lanjut usia.

(4) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan
dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala
Desa. :

(5) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit
memuat: 3 i 5
a. nama dan alamat keluarga pénerima manfaat;

i s b. rmcxan ,kelﬁargel_ penerima manfaat berdasarkan
‘ . jenis kelompok pekerjaan; dan T
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¢. jumlah keluarga penerima manfaat.

(6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai
dengan bulan kedua belas per keluarga penerima
manfaat.

(7) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima
manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat
dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara
sekaligus.

(8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(2), pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa
bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas
menggunakan Dana Desa nonBLT Desa setiap bulan.

(9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengalami
perubahan karena meninggal dunia atau tidak
memenuhi  kriteria keluarga penerima manfaat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib
mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang
baru.

(10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat
yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kepala
Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan
perekaman jumlah keluarga penerima manfaat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dengan
menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga
penerima manfaat.

(11) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai
dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima
manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (10).

(12) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan
kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan

_daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa

sebagaiinana ldimakSud pada ayat (11), dapat digunakan

‘_untuk ‘mendanai’ kcglatan prxontas Desa lain'nya
- sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 18 huruf ¢ dan
‘”;humfd ' Tt

LR AR P o
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(13) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas
pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) kepada Bupati.

(14) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima
manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima
manfaat BLT Desa dengan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) perubahan
dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam
peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa
setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/

musyawarah insidentil.

Pasal 20
Pedoman Penggunaan Dana Desa dan Pelaksanaan kegiatan
yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. i

Pasal 21

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai
dari Dana Desa dilakukan melalui swakelola dengan
mendayagunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat desa setempat.

(2) Pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan swakelola
berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan Dana Desa  diutamakan  untuk
dilaksanakan dengan pola PKTD.

(4) Pendanaan PKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50%
(lima puluh persen) dari dana kegiatan PKTD.

(5) Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang
didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara
swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama
antardesa dan dxlarang dlker]akan oleh penyedia
barang/j jasa, :

(6) Swakclola . oleh badan kerja" sama  antar-Desa
scbagalmana dxmaksud pada ayat (5) dilaksanakan
o sesuai deng,an ketentuan : pcraturan pcrundang-

v
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Pasal 22
(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana
Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
(2) Pemerintah dacrah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan Dana Desa.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada APBD.

BAB VII
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 23

(1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa,
Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam
APBDesa.

(2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Desa
melakukan perubahan APBDesa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban,
dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan
pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24
(1) Dalam rangka pelaksanaan, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi
Pengelolaan Dana Desa.
(2) Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
a. tim fasilitasi Dana Desa tingkat kabupaten yang di
tetapkan dengan keputusan Bupati; dan
b. tim fasilitasi Dana Desa tingkat kecamatan
ditetapkan dengan Kepumsan Camat.
c. Pengelola Dana Desa tmgkat Desa
(3) Susunan keanggotaan dan tugas tim sebagaunana
dlmaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tercantum
dalam Lampuan yang mcrupakan bagxan : txdak
terplsahkan dan Peraturan Bupau 1n1 i e

o
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(4) Pengelola Dana Desa tingkat Desa scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan bagian dari
pengelolaan keuangan Desa dengan susunan dan tugas
secbagaimana  tercantum  dalam Lampiran  yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 25
Pengelolaan Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

(1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa termasuk BLT Desa disampaikan oleh
Kepala Desa.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan setiap bulan dan tahapan.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan Desa disampaikan kepada Camat.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa pertahapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sebagai syarat penyaluran tahap selanjutnya
disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD.

(5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
atas:

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran 2022;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap I; dan

c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran_
Dana Desa sampai dengan tahap II. ‘

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahun anggaran 2022 -sebagaimana
‘dlmaksud pada. ayat (5) huruf a dlsampaﬂcan palmg
: bulan Maret tahun 2023 ‘
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(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap [ sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf b disampaikan paling
lambat minggu pertama bulan Agustus tahun 2023,

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap Il sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ disampaikan paling
lambat bulan Oktober tahun 2023.

Pasal 27

(1) Selain menyampaikan Laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26, Kepala Desa menyampaikan Laporan
konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun
anggaran 2022 kepada Bupati Cq. Kepala Dinas PMD.

(2) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa
tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun
2023.

Pasal 28

(1) Bupati melalui Kepala Dinas PMD melakukan

pemantauan terhadap:

a. penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa;

c. penyampaian laporan konvergensi pencegahan
stunting tingkat Desa; dan

d. sisa Dana Desa di RKD.

(2) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari
RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan
penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi
penyerépan dan capaian keluaran Dana Desa, dan
laporan konvergcnsx pencegahan stunting sebagalmana

© . dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢ dilakukan
untuk menghindari = keterlambatan penyaluran Dana

Desa tahun anggaran 2023

I26 v. : ' ‘v o
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(4) Pemantauan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk mengetahui:

a. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di
RKD; dan

b. besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di
RKD.

(5) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
dianggarkan kembali di tahun anggaran 2023 oleh
Kepala Desa dan dilakukan pereckaman oleh Kepala
Dinas PMD pada Aplikasi OM-SPAN.

(6) Dalam hal penganggaran kembali oleh kepala Desa dan
perekaman oleh Kepala Dinas PMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, sisa Dana
Desa tahun anggaran 2022 di RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a diperhitungkan pada
penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap I
tahun anggaran 2023.

(7) Sisa Dana Desa tahun anggaran 2022 di RKD yang telah
dianggarkan kembali di tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), digunakan sesuai dengan
prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan
Peraturan Bupati ini.

(8) Dalam hal Dana Desa tahap Il dan/atau tahap III tahun
anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
tidak mencukupi, selisih sisa Dana Desa diperhitungkan
pada penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap Il
tahun anggaran 2024.

(9) Besaran sisa Dana Desa tahun anggaran 2023 di RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya oleh
kepala Kepala Dinas PMD pada Aplikasi OM-SPAN

Pasal 29
(1) Ketcntuan scbagaxmana dxmaksud dalam Pasal 28 ayat
-5 dan ayat (6) d1kecuahkan bagi Desa yang menga]aml
s ‘bcnca.na alam sesuai dengan ketentuan pcraturan ‘

t
{
i
i
i
i
i

| pcrundang-undangan
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(2) Bencana alam scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan hilang atau rusaknya scbagian atau
seluruh:

a. Dana Desa;

b. dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana
Desa; dan/ atau

¢. keluaran kegiatan yang didanai Dana Desa.

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, merupakan Dana Desa dalam bentuk tunai yang telah
ditarik dari RKD.

(4) Kepala Desa menyampaikan surat permohonan
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa kepada
Bupati paling sedikit memuat :

a. nama dan kode Desa;

b. peristiwa bencana alam yang dialami;

c. waktu kejadian; dan

d. akibat bencana alam scbagaimana dimaksud pada
ayat (2).

(5) Surat permohonan pengecualian perhitungan sisa Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri
surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang
ditandatangani oleh kepala Desa.

(6) Kepala Desa  mengajukan  surat permohonan
pengecualian perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) paling lambat sebelum
pengajuan penyaluran Dana Desa tahap II.

(7) Dalam hal Desa telah menerima penyaluran Dana Desa
tahap I, permohonan pengecualian perhitungan sisa
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak
dapat diajukan.

Pasal 30
(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. penyaluran Dana Desa; |
b. prioritas penggunaan Dana Desa  sebagaimana
~ dimaksud dalam Pasal 16
LB, capuinn kclunmn Dana Deau. ‘
| : d._ laporan konvergcnsn penccgahan %tunung tmgkat
ik Desa dm‘x/ntau : ‘ ‘
e sisaDana Desa di RKD, :
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(2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan  evaluasi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat
meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau
melakukan pengecckan atas kewajaran data dalam
laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam
Aplikasi OM-SPAN,

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana
Desa, Bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk
melakukan pemeriksaan

BAB VIII
MEKANISME PENGHENTIAN DAN PEMOTONGAN
DANA DESA

Pasal 31

Penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau

tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan, dalam hal

terdapat permasalahan Desa, berupa:

a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan
penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai
tersangka; atau

b. Desa mengalami permasalahan administrasi,
ketidakjelasan  status hukum dan/atau status
‘keberadaan desa.

Pasal 32
Mekanisme penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 dan pencabutan penghentian
penyaluran Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan
Dana Desa.

Pasal 33

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT
Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran
2023 dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa
sebesar 25% (dua puluh hma persen) dari penyaluran -
Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.

2. Pemotongan sebagatmana dlmaksud pada ayat (1)

: dxkccual:kan ‘bagi Dcsa yang txdak mcnenma penyaluran

: ;\DanaDesatahun anggaran 2023 P S
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 30 PeSember 2013

BUPAJ\ PEKALONGAN, /

\FAD 1Q
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